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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No, 4 TAHUN 1975

tentang

KETENTUAN BANGUNAN BERTINGKAT DI WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

: a. Bahwa pembangunan pisik di Jakarta, terutama pembangunan
bangunan·bangunan tinggi, memerlukan pengaturan yang lebih
terperinci, mengingat pula peraturan perundangan yang telah
ada dewasa lni belum cukup menampung hal lersebut;

b. Bahwa. bangunan·bangunan tersebut perlu diatur intensitasnya
yailu perbandingan jUmlah luas seluruh lanlai bangunan ler·
hadap luas tanah yang sudah dikuasai dengan sah di daJam
perpetakan yang sesuai dengan rencana kota, supaya selaras
dengan pola penyediaan prasarana dan sarana' kota;

c. Bahwa daJam peraturan intensitas bangunan tersebut perlu
diperhatikan kailannya dengan tinggi bangunan, kelinggian
bangunan, jarak bebas serta koefisien dasar bangunan;

d. Bahwa pengaluran bangunan bertingkat dimaksud mutlak di·
perlukan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Reneana lnduk
Jakarta 1965 - 1985 untuk mewujudkan lingkungan hidup
yang serasi.
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Mengingat I. Undang.undang No.2 Pnps. tahun 1961 tentang pemerintahan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;

2. Undang·undang No.1O tahun 1964 tentang pernyataan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara
Republik Indonesia dengan nama Jakarta;

3. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok peme- '~
rintahan di Daerah;

4. Undang-undang Pembentukan Kota (SVO - Staatsb1ad 1948
No.168);

5. Peraturan Pembentukan Kota (SVV - Staatsblad 1949 NoAO);

6. Peraturan Lingkungan·lingkungan Peruntukan dan Jenis-jenis
Bangunan Jakarta 1941 (KTV - 1941);

7. Pe,raturan .Bangunan Jakarta 1919 - 1941 yang telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 20 Pebruari 1953

"(TBNRI tanggal 24 Nopembei 1953 No:94, Tambahan No.6l);

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
,Daerah Khusus Ibukota ,Jakarta No. 9/P/DPRD-GR/1967
tanggal3 Mei 1967 tentang ,pengesahan Reneana Induk Jakarta
1965 - 1985;

9. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1 tahull 1974
tentang Reneana Pembangunan Lima Tahun (REPELlTA) ke-II
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1974/1975 - 1978/1979;

10. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (LD tahun 1972 No.32).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus
Ibukota Jakarta daIam rapat paripurna terbuka pada tanggal 20
Juni 1975.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OAERAH KHUSUS JBUKOTA JAKARTA TEN­
TANG KETENTUAN BANGUNAN BERTINGKAT OJ WILA­
YAH OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

B A B I.

~TENTIJAN UMUM.

PasaI 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan :

a. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Jbukota
Jakarta;

b. Gubemur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

c. Bangunan bertingkat ialah bangunan dengan ketinggian dua
lantai atau lebih;

d. Intensitas bangunan ialah perbandingan jum1ah/luas seluruh
lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesua! dengan
rencana kota;

e. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ialah angka perbandingan
yang dimaksud sub d diatas;

f. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ialah angka perbandingan
jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang
sesuai dengan reneana kota;

g. Pola lntensitas Bangunan ialah pengelompokan Iingkungan·
Iingkungan dengan intensitas (maksimum) bangunan ·yang sarna
sedemikian, sehingga membentuk suatu pola yang serasi sejalan
dengan Rencana Induk Jakarta;

h. Lantai Dosar ialah Iantai bangunan pada permukaan tanah;

\; Mezanine ialah lantai tingkat yang tidak penuh yang mempunyai
dinding tidak tembus pandang yang tidak lebih tinggi dari 1,20
meter paela lantai tingkat tersebut;

j. Balkon ialah bagian lantai bangunan pada permukaan tanah;
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k. Ketinggian bangunan ialah jumlah lantai penuh dalam suatu
bangunan dihitung mulai lantai dasar sarnpai dengan lantai
tertinggi;

J. Pola ketinggian bangunan ialah pengelompokan lingkungan­
lingkungan dengan ketinggian (maksimum) bangunan yang sarna
sedemikian, sehingga membentuk suatu pola yang serasi sejalan
dengan Reneana Induk Jakarta;

m. Tinggi bangunan ialah jarak dari lantai dasar sampai puneak
atap suatu bangunan yang dlnyatakan dalam meter;

n. Sifat Lingkungan ialah sifa! suatu lingkungan ditinjau dari segi
kependudukan, aktifitas ekonomi dan nilai tanab;

o. Pola Sifa! Lingkungan ialah pengelompokan lokasi lingkungan­
Iingkungan dengan sifat Iingkungan yang sarna sedemikian,
sehingga membentuk suatu pola yang serasi sejalan dengan
Reneana Induk Jakarta;

p. Jarak bebas ialah jarak minimum yang diperkenankan dari
bidang terIuang bangunan sampai batas samping dan belakang
tanah perpetakan yang sesuai dengan reneana kota.

B A B II.

INTENSITAS BANGUNAN.

Pasal 2

Dengan memperhatikan fungsi, kondisi maupun potensinya di­
tinjau dari segi intensitas bangunan, lingkungan-lingkungan dibagi
atas 5 (lima) golongan dengan intensitas yang berbeda.beda, sebagai
berikut :

a. Lingkungan dengan Koefisien .Lantai Bangunan (KLB) mak­
simum 1;

b. Lingkungan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mak-
simwn 2;

e. Lingkungan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mak-
simurn 3;

d. Lingkungan dengan Koefisien Lantai Bimgunan (KLB) mak-
sirnum 4;
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e. Ungkungan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mak­
simum S.

Pasal 3

Pola Iingkungan intensitas sebagaimana dimaksud pada pasal 2
te""but di atas, diatur dalam peta pola intensitas bangunan yang
ditetapkan oleh Guberour Kepala Daerah dengan meneatat per­
setujuan Dewan.

Pasal 4

(I) Dalam menghitung luas lantai, dijumlahkan luas·luas lanlai
sampai batas dinding terluar termasuk balkan dan mezanine.

(2) Luas ruangan beratap yang berdinding lebih dari 1,20 meIer
di atas lantai ruang tersebut dihitung penuh (100%).

(3) Luas ruang beratap yang bersifat terbuka alau berdinding
tidak lebih tinggi dari 1,20 meter di atas lantai ruang ter·
sebut, dihitung setengahnya (SO%) selama tidak melebihi
10% (sepuJuh perseratus) dari luas denah dasar yang diper·
kenankan sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
yang ditetapkan. Ruang selebihnya dari yang 10% (sepuluh
perseratus) tersebut di atas dihitung penuh (100%).

(4) Luas overstek yang tidak lebih lebar dari 1,20 meter tidak
dimasukklin dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pasal ini.

(S) Luas ruangan yang berdinding lebih dari 1,20 meter di alas
lantai ruang tersebut, letapi lidak beratap, diperhitungkan
setengahnya (SO%) selama tidak melebih! 10% (sepuluh
perseratus) dari luar denah dasar yang diperkenankan sesuai
dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan.
Ruang selebihnya dari yang 10% (sepuluh perseralus) tersebul
di atas dihitung penuh (100%).

(6) Teras-teras tidak beratap yang berdinding tidak lebih tinggi
dari 1,20 meter di atas lanlai teras tersebut, tidak diper·
hitungkan.

".,

'I:

I
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Pasal 5

Dalam perhitungan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) luas lantai
di bawah tanah diperlakukan seperli luas lantai di atas lanah.

Pasal 6

(I) Luas lantai bangunan yang dipergunakan unluk parkir tidak
diperhitungkan dalam perhitungan Koefisien Lantai Bangunan
(KLB), asal tidak melebilii 50% (limapuluh perseratus) dari
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang ditelapkan.

(2) Untuk bangunan khusus parkir diperkenankan meneapai
150% (seratus limapuluh perseratus) Koefisien Lantai Ba
ngunan (KLB) yang ditetapkan.

(3) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan atau memikul
penyediaan fasilitas parkir.

(4) Ketentuan pelaksanaan mengenai fasilitas parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini diletapkan oleh Guber.
nur Kepala Daerah.

Pasal 7

(I) Koefisien Lantai Bangunan (KLB)/Koefisien Dasar Bangunan
(KDB) diperhitungkan atas masing·masing unit unluk per.
pelakan.

(2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB)/Koefisien Dasar Bangunan
(KDB) dapal diperhitungkan atas unit-unit pemilikan yang
merupakan gabungan dari beberapa perpetakan.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasa] ini,
makagabungan perpelakan-perpetakan tersebut selanjulnya
ditetapkan sebagai salu unit perpetakan yang lidak terpisah.pisah. .

Pasal 8

(1) Satu unit perpetakan hanya dapat dipeeah bila bangunan­
bangunan pada masing-masing peeahan tersebut tidak me.
lampaui Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yangditetapkan.
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(2) Pemecahan 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
harus lebih dahulu mendapat persetujuan Gubemur Kepala
.Daenih 'setelah disestiaik~n dengan rencana kota.

PasaJ 9

(I) Dengan!meinperhatikan keserasian llogkungan dan pola kota
keseluruhan; .Gubemu.r Kepala Daerah dapat memberikan

" ' ",i kelonggaran"3t'a,,'jiimMah;[uas"llliltai 'rriaksimum.
,~ ,;"; .~,: _ Jl iT,,; i '~':' ... ,: .:,. '- " ... ;:

'(2) Kepada pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
, '(1) pas"'ini, <iikenak'an' kompensasi senilai dengan nilai tanah

yarig'seharusnX,a ~itainbahkaJ:·(untuk mencapai luas lantai
tersebut, '.esulli dengan Kodisien Ulntai Bangunan (KLB)
yang ditetapkiin" ", c'

(3) Ketentuan pelaksanaan tentang pelampauan Koeflsien Lantai
Bangunan (KLB) tersebut di atas ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah.

B A B III.

KETINGGIAN BANGUNAN.

PasaJ 10

Dengan memperliatikan keserasian, peruntukan maupun potensloya
ditinjau dari segi ketloggian bangunan, llogkungan-lingkungan dibagi
atas 7 (tujuh) golongan, sebagai berikut :

a.' Lingkungan dengan ketinggian bangunan I lantai;

b. Lingkungan dengan ketinggian bangunan maksimum 2 lantai;

c. Lingkungan dengan ketinggian bangunan maksimum 4 lantai;

d. Lingkungan dengan ketinggian bangunan maksimum 8 lanlai;

e. Lingkungan dengan ketinggian bangunan maksimum 16 lantai;

f. Lingkungan dengan ke.tloggian bangunan maksimum 24 lantai;

g. Lingkungan dengan ketinggian bangunan maksimum 32 lantaL
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Paaal 11

PoJa lingkungan· ketinggian bangunan sebagahnana dimaksud pada
pasal 10 tersebut di atas, diatur dalam peta pola ketinggian
bangunan yang ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerab dengan
mendapat persetujuan Dewan.

..... 12

(1) Gubemur KepaJa Ourah menentukan ketinggJan minimum
bangunan-bangunan di suatu lingkungan.

(2) Untuk efisiellJi JIOIlI81IIII8II tanah serta keserasian ling­
kungan. Gubemur Kepala Ourah dapat menetapkan penga­
rahan tata bangunlin di Iingkungan sebagaimana dimaksud
peda ayet (1) pasaI Ini.

Paal 13

Bangunan-bangunan yang ketinggiannya lebib dali 32 (tigapuluh
dua) lantai hanya diperkenankan dengan izin khusus dali Gubernur
Kepala Daerab, seteJab mendengar pertimbangan dari instansi­
instansi yang bersangkutan.

Paaal 14

(I) Tinggi Jantai desar suatu bangunan diperkenankan mencapai
1,20 meter di atas tinggi rata-rata tanab asli pada perpetakan
tersebut, asal keserasian Iingkungan tetap dipelihara.

(2) Dalam hal keadaan dimana tinggi lantai dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasaI ini berada di bawah pell (titik
ketinggian) bebas banjir atau terdapat pemilingan yang curam
atau perbedaan tinggi yang besar pada tanab asIi suatu per­
petakan, maka tinggi maksimum Iantai dasar tersebut di­
tetapkan tersendiri oleh Gubemur Kepala Daerah atau
Instansi yang ditunjuk.

(3) Tinggi minimum Jantal dasar ditetapkan oleh Gubemur
Kepala Daerah atau instansi yang ditunjuk.
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Dalam perhitungan ketinggian bangunan didasarkan pada ketentuan­
kelenluan sebagai berikul :

a. Dalam hal jarak vertikal dari lantai penuh ke lanlai penuh
berikutnya lebib dari 5 (lima) meter, maka ruang lersebut
dianggap sebagai 2 (dua) lantai;

b. Mezanine yang luasnya melebibi 50% (Iimapuluh perseratus)
dari luas lantai penub (typical floor) dianggap sebagai suatu
Iantai penub; .

c. Ruang-ruang tertutup pada lantai atap datar yang luasnya mc­
lebihi 50% (limapuluh perseratus) daTi luas atap tersebut,
dianggap sebagai suatu lantai penuh.

Pasa! 16

(I) linggi punrak atap suatu bangunan tidak bertingkat, mak­
simum 8, (delapan) meter dari lantai dasar.

(2) Tinggi puncak atap suatu bangunan dua lantai. maksimum
12 (duabelas) meter dari Iantai dasar.

(3) linggi maksimum puneak atap suatu bangunan 3 (liga) lantai
atau Iebib, diletapkan oleb Gubernur Kepala Daerah.

(4) Persyaratan linggi untuk bangunan industri dan pergudangan
akan diatur tersendiri oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasa1 17

(l) Dengan memperbalikan keserasian Iingkungan, Guhernur
Kepala Daerah. dapal mernberikan kelonggaran batas ke­
linggianjlinggi bangunan.

(2) Bangunan-bangunan yang diberikan kelonggaran sebagaim,na
dimaksud pada ayat (I) pasal ini hanya diperkenankan
meneapai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 80%
(delapan puluh perseratus) dari Koefisien Dasar Bangunan
(KDB) yang dilelapkan.
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B A B IV.

SIFAT L1NGKUNGAN.

Pasal 18

Menurul sifatnya, lingkungan.lingkungan dibagi alas 3 (Iiga)
.golongan, sebagai berikut:

a. Lingkungan padat; _ '"

b. Lingkungan kurang padal;

e. Lingkungan tidak padal.

Pa'" 19

Pola sifal lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ler­
sebut di alas, dialur dalam pela pola lingkungan yang dilelap­
kan oleh Gubernur Kepala Daerab dengan mendapal perselujuan
Dewan.

Pasol 20

Dalam pembualan reneana lerperinei harus diperhalikan hubungan
anlara sifal lingkungan, Koefisien Lanlai Bangunan (KLB), Koefi.
sien Dasar Bangunan (KDB), ketinggian bangunan dan jarak bebas
sedemikian, sehingga suatu ·'kesatuan yang serasi.

B A B V.

JARAK BE BAS.

Pasal 21

(I) Jarak bebas unluk bangunan renggang dialur sesuai dengan
angka-angka sebagalmana lerlera pada kolom 2 label I
lampiran Peraturan Daerab ini (Lampiran I).

(2) Jarak bebas unluk bangunan rapat dialur sesuai dengan
angka·angka sebagaimana lertera pada korom 2 label II
lampiran Peraturan Daerah ini (Lampiran II).
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(3) Bidang atap, overstek dan luifel y.ng menjorok keluar yang
kurang dari 1,20 meter dibebaskan dari kelentuan jarak
bebas, sedangkan yang lebarnya lebih dari 1,20 meter
tersebut di atas, tetap diperhitungkan.

PasaI 22

Untuk bidang.bidang yang berhadapan/berdampingan dari dua
bangunan dalam satu tanah perpelakan:

a. Dalam hal kedua·duanya mempunyai jendela/bidang terbuka,
maka jarak minimum dari bidang-bidang terluar bangunan ter.
sebut adalah 2 (dua) kali angka·angka pada kolom 2 tabell dan
"lampiran Peraturan Daerah ini (= 2Y).

b. Dalam hal salah satu merupakan dinding tembok tertulup dan
yang lainnya merupakan dinding jendela/terbuka, maka jar.k
minimum dari hidang-bidang terluar bangunan tersebut adalah
sarna dengan angka-angka yang tertera pada kolom 2 tabel I dan
" lampiian Peraturan Daerah ini (= V);

c. Dalam hal jarak kedua·duanya merupakan dinding tembok ter­
tutup, maka jarak minimum antara kedua bidang tersebut adalah
setengah dari angka-angka yang tertera pada kolom 2 tabell dan
II lampiran Peraturan Daerah ini (= lo\ V).

Pasa! 23

Suatu bangunan yang terdiri dari dua bagian yang masing-masing
dipisahkan dengan. suatu lekukan yang lebib dalam dari pad.
angka-angka yang tertera pada kolom 2 tabel I dan " lampiran
Peraturan Daerah ini (lebih besar dari Y), diperlakukan sebagai
dua bangunan.

Pasa! 24

Dalam hal jarak antara garis sempadan jalan sampai garis sempadan
bangunan kurang dari Y, untuk bangunan 4 (empat) lantai atau
lebih, jarak minimum dari bidang terhiar bangunan tersebut sampai
garis sempadan jalan adaJah sedlkit·dikitnya sarna dengan Y pada

• kolom 2 label I dan· II lampiran Peraturan Oaerah ini.
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Pasa) 25

Jika bidang terluar bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 24
tersebut di atas dari denah dasar sampai dengan lantai tertinggi
puncak atap merupakan dinding vertikal lurus, maka jarak-jarak
sebagaimana dimaksud pada pasal 24 adalah 90% (sembilan puluh
perseratus) dari jarak bebas lantai tertinggi.

Pasal 26

Ketentuan-ketentuan untuk oangu'nanrapat s~perti bangunan per­
tokoan (TK) dan bangunan perko!aan (eT) diatur menurut tabei
II lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B VI.

KETENTUAN HUKUMAN.

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah
ini diancam dengan hukuman kurungan selama-Iamanya 6 (enam)
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (limapuluh
ribu rupiah).

BAB VII.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasa! 28

Dengan berlakunya. Peraturan Daerah ini, maka bagi rencana
bangunan yang sudah mendapat keterangan rencana dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku atau
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permohonan izin bangooannya diajukan dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan setelab berlakooya Peraturan Daerab ini aiau bangunan·
bangunan yang sudab mendapat izin bangunan sebelum Peraturan
Daerab ini berlaku, tetap berlaku ketentuan-ketentuan/perilturan
lama.

.... 29

Tabel I Iampiran Peraturan Daerab ini tidak berlaku ootuk jenis­
jenis bangooan perumaban tooggal Villa (VI), bangunan perumaban
sedang renggang (Okw), bangunan perurnahan kecil dalamUngkoog­
an pedusunan (Vkp). bangunanperumahan besar sangat renggang
(Pk), bangunan perusahaan/industrl/pergudangan (Bd) dan ba·
ngunan-bangunan perdusunan (Ut dan Lkp) yang terhadap ba·
ngunan tersebut tetap berlaku ketentuan-ketentuan/peraturan­
peraturan lama.

B A B VIII.

KETENTUAN PENUTUP.

PaaaI 30

HaI·hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerab ini, ditetap­
kan oleh Gubernur Kepala Daerah.

.... 31

(1) Peraturan Daerab uti dapat disebut Peraturan Bangunan
Bertingkat Jakarta.

,

. I
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(2)
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Peraturan Daerah in! 'mulai berlakupada tanggal ditetap­
kan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA

Wakil Ketua,
..

Ditetapkan di '; "J, a k a r I a
Pada langgal ;·20 Juni 1975

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

, I:.etnan Jenderal TNI (KKo-AL).
);"" : i" ., •.

Oisahkanoleh Me.nteri palain Negeri
dengan ·Sural"KeputusantNo.: PEM;".
10/6/43-70 tanggal 21 Pebruari 1976.

'.j. /": ,'0'
'" ALI SADIKIN

Diundangkan dalam Lembaran Da.
erah Khusus 1bukota Jakarta No.16
tahun 1976 pada tanggal21 Pebruar!
1976.

SEKRETARIS W1LAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA lAKARTA,

DlOEMADllTIN, SII.
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LAMPlRAN 1: PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NO.4 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUANBANGUNAN
BERTINGKAT DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA.

LD Tahuo 1976 No. 16

T • bel I.
HUBUNGAN ANTARA TINGGI BANGUNAN, JARAK BEBAS, KOEFISIEN

DASAR BANGUNAN DAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN
BAGI BANGUNAN RENGGANG : Bz - OKT.

TINGGI JARAK KOEFISIEN DASAR BANGUNAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

BANGUNAN BEBAS = Y
PADAT KURANG TIDAK PADAT KURANG TIDAK

PADAT PADAT PADAT PADAT

I 2 3 4

I. 4,00m 0,6 0,5 0,4
II. 4,50m 60% 50% 40% 1,2 I 0,8

III. 5,00m 1,8 1,5 1,2
IV. 5,50m 2,4 2,0 1,6

V. 6,OOm
VI. 6,50m 55% 45% 35% . 3 2,5 2,0

VII. 7,00m
VIII. 7,50m

IX. 8,00m
X. 8,50 m

.~

XI. 9,00m ,
XII. 9,50m

t:O% 1
XIII. 10,00 m 40% 30% 3,5 3,0 2,5
XIV. 10,50 m
XV. 11,00 m ,

XVI. 11,50 m , " ,

XVII. 12,00 m
XVIII. 12,50 m

XIX. 12,50 m
XX. 12,50 m

XXI. 12,50 m 45% 35% 25% 4,0 3,5 3,0
XXII. 12,50 m

XXIIJ. 12,50 m
XXIV. 12,50 m

XXV. 12,50 m
XXVI. 12.50 m

XXVII. 12,50 m
XXVIIJ. 12,50 m

XXIX. 12,50 m 40% 30% 20% 4,5 4,0 3,0
XXX. 12,50 m

XXXI. 12,50 m
XXXII. 12,50 m

Lebih dari 12,50 m 40% 30% 20% 5,0 4,0 3,0
XXXII.
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LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NO.4 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUAN BANGUNAN
BERTlNGKAT Dl WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA.

Tabel II.

HUBUNGAN ANTARA TINGGI BANGUNAN, JARAK BEBAS, KOEFISIEN
DASAR BANGUNAN DAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

BAGI BANGUNAN RAPAT Tk - Ct.

TINGGI JARAK BEBAS SAM- KOEFISIEN DASAR BANGUNAN ~OEFISIEN LANTAI BANGUNAN

BANGUNAN PING!BELAKANG = Y PADAT KURANG TIDAK PADAT KURANG TIDAK
PADAT PADAT PADAT PADAT

I 2 3 4

I. 4,OOm 0,75 0,6 0,5
II. 4,50m 75% 60% 50% 1,5 1,2 1,0

III. 5,00m 2,25 1,8 1,5
IV. 5,50 m 3,0 2,4 2,0

V. 6,OOm ,
VI. 6,50m 60% 50% 40% 3,5 2,0

VII. 7,00m
VIII. 7,50 m

IX. S,OOm
X. 8,50 f11

XI. 9,00m
XII. 9,50 m 50% 40% 30% 4,0 3,0 2,0

XIII. 10,00 m
XIV. 10,50 r..

-

XV. 11,00 r,.
XVI. 11,50 m

CATATAN - Jarak bebas samping untuk bangunan rapat mulai lantai pertama sampai dengan lantai
ke empat adalah 0 (= no1 =).

- Jarak bebas samping unluk lanlai kelima ke alas serla jarak bebas belakang untuk semua
lanlai-Ianlai bangunan rapat dialur pada kolom 2 label II di atas.
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PENJELASAN

atas
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I.

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.4 TAHUN 1975

tentang

KETENTUAN BANGUNAN BERTINGKAT Dl WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENJELASAN UMUM :

Pembangunan pislk Ibukota Jakarta sebagai Kota Metropolitan sehubungan
dengan terbatasoya penyediaan bidang tanah yang semakin berkurang menjurus
kepada pembangunal) bangunan linggi.

Hal tersebut menuntut pula pengaturan yang baik lidak saja terhadap
tehnis bangunan sehubungan pula dengan kernajuan tehnologi modern, tetapi
perlu pula pengaturan terhadap bangunan bertingkat tersebut yang lebili ter­
perinei dalam hubungannya dengan keserasian lingkungan yaitu intensitasnya,
koefisien lantai· bangunan, koefislen dasar bangunan, ketinggian bangunan, jarak
bebas dan sifat lingkungan, supaya selaras dengan pola penyediaan prasarana dan
sarana kota, mengingat pula bahwa peraturan perundangan yang telah ada dewasa
ini seperli Undang-undang Pembentukan Kota (SYO), Peraturan Pembentukan
Kota (SVV), Peraturan Lingkungan-lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan
Jakarta 1941 (KTV) dan Peraturan Bangunan Jakarta 1919-1941 belum eukup
menampung hal tersebut.

Pengaturan intensitas bangunan tersebut mutlak diperlukan pula sebagai
pelaksanaan lebih lanjut daripada Reneana Induk Jakarta· 1965-1985 dalam
rangka mewujudkan lingkungan hidup yang serasi.

Dalam hal in! perlu ditekankan bahwa untuk meneegah kesimpang siuran
pengertlan dan kemungkinan kesalah pahaman berhubung dengan keadaan
penguasaan tanah yang berbeda-beda, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Daerah ini pentrapan pengertian intensitas bangunan ialah perbandingan jUmlah
luas seluruh lantal terhadap luas tanah yang sudah dikuasai dengan sah di dalam
perpetakan yang sesuai dengan reneana kota. Demlkian pula pentrapan pengertian
Koefisieri nasar Bangunatl (KDB) iaIah angka perbandingan jumlah luas lantai
dasar terhadap luas tanah yang telab dikuasai dengan sah di dalam perpetakan
yang sesuai dengan reneana kola. '
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II. PENJELASAN PASAL DEM! PASAL:

1.000 m2
4
luas lantai

Pasall dan 2

Pasal3

Paoal 4 Slmpai
dengan S

PasaI 6 ayat (I)

ayat (2)

Cukup jelas.

Persetujuan Dewan <\imaksud dalam ketentuan pasal ini di­
laksllrtakan olehPimpillan Dewan setelah berkonsultasi dengan
Panitia Musyawarah.

Cukup jelas.

Contoh:

Luas tanah
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum
Diperkenankan membangun : 4 x 1.000 m2
= 4.000 m2.
Pada bangunan tersebut dapat ditambahkan lantai parkir
seluas 50% x 4.000 m2 = 2.000 m2, tanpa diperhitungkan
dalam Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Contoh:

Luas tanah : 1.000 m2
Koefisieri Lantai Bangonan (KLB) maksimum : 4
Untuk bangunan khusus parkir diperkenankan mencapai
150% x 4 x 1.000 m2 = 6.000 m2.

Cukup jelas.

Dari masing-masing unit tanah perpetakan luas lantai yang
diperbolehkan dibangun adalah : 4 x 1.000 m2 = 4.000 m2.

I
I
I
I

I
I

ayat (3) dan (4)

Pasal 7 ayat (I)

ayat (2)

Luas Luas Luas Luas
1.000 m2 1.000 m2 1.000 m2 1.000 mC

Luas Luas Luas l;;uas
1.000 m2 1.000m2 Looom2 LOOOm2

Koefisien Lan­
tai Bangunan
(KLB) =4.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) • 4
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ayat (3)

Pasal 8 sampai
dengan 10

Pasalll

PasaI 12

Pasal 13 sampai
dengan 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21 ayat
(1)

Luas tanah 4.000 m2

6.000 m28.000 m2
luasluas
lantailantai 2.ooom2

luas
lantai

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dapat diperhitungkan
atas unit-unit pernilikan tanah yang merupakan gabungan
dari beberapa perpetakan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Lihat penjelasan pasal 3.

Untuk keserasian suatu lingkungan adakalanya diperlukan
ketentuan ketinggian minimum sesuatu bangunan dalam
lingkungan yang bersangkutan. Guna keperluan dimaksud di
atas, diperlukan wewenang Guberour Kepala Daerah untuk
menetapkannya.

Cukup jelas.

Ungkungan dimaksud dalam pasal ini ialah lingkungan yang
direncanakan berdasarkan kriteria/unsur-unsur menurut sifat
Iingkungan sobagaimana dijelaskan dalam pasal I huruf n.

Uhat penjelasan pasal 3.

Cukup jelas.

Jarak bebas untuk bangunan renggang diatur dengan angka­
angka sebagaimana tertera pada kolom 2 tabel I lampiran
Peraturan Daerah ini (Lampiran I).
Pada tabel tersebut terlihat bahwa jarak bebas pada lantai
dasar adalah 4.00 meter.
Jarak bebas terscbut bertarnbah dengan 0,50 m untuk tiap
kenaikan I lantai sampai mencapai 12,50 meter.
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12.50

10.50
I 11.00

__I-----=1-=:2.:::.:oo"-----~
I 11.50

, 7.50
I 8.00

1-10.00
----I 9.50

1_--=9-",.00~ _
----- I 8.50

Batas tanah yang sudah dikuasai
dengan sah dalam perpetakan yang
sesuai dengan rencana kota.

I 4.00
I 4.50

I 5.00

I 6.50
I-- 6.00

- -J I 5.50

Pass. 21 ayat (2): Jarak bebas untuk bangunan rapat diatur sesuai dengan angka­
angka sebagaimana tertera pacta kolom 2 tabel II lampiran
Peraturan Daerah ini (Lampiran II).
Pada lampiran II tersebut terliliat bahwa bangunan rapat



- 11- LD Tahun 1976 No. 16

c Pasal 21 ayat (3)

Pasal 22 sub a

Pasal 22 sub b

sampa! dengan ketin~an 4 lanta! diperkenankan rapat
(menempel) ke samping.
Bagian belakang bangonan tetap dikenakan iarak bebas
sesua! dengan angka pada kolom 2 tabel II.
Pada ketinggian lebih dari 4 lanta! bangunan tersebul dikena­
kan iarak bebas belakang dan samping sesuai dengan angka­
angka pada kotom 2 tabel II.

Bidang atap, overstek dari iuifel yang meniorok,ke luar yang
kurang dati 1,20 meter dibebaskan dari ketenluan iarak
bebas, sedangkan lebar selebihnya dari 1,20 meter tersebut
telap diperhilungkan.
(Jarak bebas uriluk alap overstek dan luifel adalab Y - 1,20
meIer).
Dalam pengerlian Bidang lerluar pada iarak bebas lermasuk :
- Dinding tembok maupun kaca;
'- Bidang-bidang penangkal sinar matahari;
- Permukaan kolom balok·balok;
~ Tepi balkon.

DaIam hal kedua·duanya mempunyai iendela/bidang lerbuka,
maka iarak minimum dari bidang·bidang lerluar bangunan
lersebul adalab 2 (dua) kali angka-angka pada kolom 2 label
I dan" Lampiran Peraluran Daerah ini (=2 V).

2Y

Dalam hal salah salu merupakan dinding lembok lerlulup
dan yang Iainnya merupakan dinding iendela/lerbuka, maka
iarak minimum dari bidang.bidang lerluar bangunan lersebul
adalah sarna dengan angka-angka yang lerler,a pada kolom
2 label I dan II lampiran Peraluran Daerab ini (= V),

Y
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i.,

Passl 22 sub C Dalarn hal jarak kedua-duanya rnerupakan dinding ternbok
;<.1 ,:~~rtutup:, !m~dara~~"n:t.i:niml:lm:;anJara kedua bidang tersebut

adalah set~ngah: da,,: angk,a;angkawang tertera pada kolorn
" 2 tabelDfian ;IL;larnpiran ,~er~turan Daerah ini (= Y.!Y).

',"

PasaI 23 sampai
.dengan 30 . ., '. Cuko" j~Jas.

..;'.


